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BUPATIEMPATLAWANG 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG 
NO MOR e>?>, TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 24 TAHUN 
2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER PUSKESMAS 

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG 

Menimbang 

Mengi.ngat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI EMPAT LAWANG, 

a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 
penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan beban 
kerja, kelangkaan · profesi, tempat bertugas, dan 
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan 
kemarnpuan keuangan daerah yang diberikan dalarn 
rangka peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan ; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, di atas perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 
bagi Para Dokter Pada UPTD Dilingkungan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Empat Lawang. 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); . --

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677); 

3. Undang-Yndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 ·Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah 
beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737) ; 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tata 
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta 
penyampruannya; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Empat Lawang; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Em1;>at Lawang Tahun 
Anggaran 201 7 . 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 
24 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 
DOKTER PADA UPTD DI LINGKUNGAN 
KABUPATEN EMPAT LAWANG. 

PASAL I 

DINAS KESEHATAN 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 24 Tahun 

2016 tentang Tambahan Penghasilan Para Dokter Puskesmas Di Lingkungan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang 

Tahun 2016 Nomor 24) diubah sebagai berikut: 

Ketentuan BAB I pasal 1 ayat 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Empat Lawang ; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 

3. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Em pat Lawang dan/ atau mereka yang bekerja 

(diperkerjakan/ diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Kepala 

Daerah dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat 

daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah (badan/kantor), 

kecamatan, dan kelurahan; 

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang yang terdiri dari Puskemas 

dan Rumah Sakit Pratama; 

6. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada 

pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kine:ja... c~-; 

prestasi kerja. 



' --

PASAL II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang. 

Diundangkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal, 7:9 ')Q n v~ ,-, 201 7 

Y SEKRETARIS DAERAH ! 
KABUPATEN EMPAT LAWANG, 

~JAYA 

Ditetapkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal ~ JQ')v(:tt-r 201 7 

/ TLAWANGt 

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2017 NOMOR: OJ_ 
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